
179 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku : 

Hatta, Herman. Dkk. 2022. Pangan dan Gizi. Penerbit Widina Bhakti Persada 

Bandung. 

Nasution, Az. 1999. Hukum perlindungan Konsumen.Suatu pengantar.Daya 

Widya-Cv.Bina Putra.Cetakan 1. 

Prasetyo, Teguh, S.H., M.Msi. 2011. Hukum Pidana. Edisi Revisi. Cetakan ke-

2.Raja Grafindo Permai.Jakarta. 

Riadi Asra Rahmad. 2019. Hukum Acara Pidana. Raja Grafindo Persada.Cetakan I Depok. 

Sitohang, Vensya. 2021. Pedoman Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan berbasis 

risiko. Kementerian KesehatanRepublik Indonesia. 

Soekanto S, dan Mamuji S, 2001. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: PT Raja Grofindo persada. 

Jurnal : 

Cut Nurita-Muhammad Ridwan Lubis. Tinjauan tindak Pidana Pangan. Jurnal 

ilmiah.Meta Data.Vol.1.03 September 2019. 

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola 

Perbatasan. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang. Badan 

Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. 

Putra Halomoan HSB. Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap 

Penumpang dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian. Al-Ihkam Jurnal 

Ahwal Al-Syakhshiyah  | Volume IX, Nomor 1, Juni 2017. 

Rebekka Silawati Hutauruk, Sylvana Murni Deborah Hutabarat. Tanggung Jawab 

Pelaku usaha pengedar produk pangan impor ilegal. Justitia: Jurnal Ilmu 

Hukum dan Humaniora.  Publisher : ©2021 UM- Tapsel Press.  

Rita Purwasih. Implementasi Aspek GMP, SSOP dan Sistem HACCP pada UMKM 

oncom Dawuan. Jurnal Agrointek Volume 15 No 1 Maret 2021. 

Rivaldo Daniel ilat. Penerapan sanksi pidana terhadap penangaman peredaran 

makanan dan minuman menurut undang-undang nomor 18 tahun 2012.Lex 

Crimen Vol. IV / No. 1 / Jan –Maret / 2015. 

Peraturan Perundang-Undangan : 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana. 

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-



180 
 

Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum 

Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana. 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.  

Undang-Undang republik Indonesia nomor 7 tahun  2014 tentang Perdagangan.  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

Peraturan Pemerintah  Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.  

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 63 / M-DAG / PER / 9 

/ 2016 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga 

Acuan Penjualan di Konsumen. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang 

Pengawasan pemasukan obat dan makanan ke dalam wilayah Indonesia. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun  2017 tentang  

Pendaftaran Pangan Olahan.  

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Standar Kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan 

berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan.  

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun  2020 tentang  

Organisasi dan tata kerja badan pengawas obat dan makanan. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang 

Standar Kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan 

berusaha berbasis risiko sektor obat dan makanan. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor 

Obat dan Makanan. 

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas 

Maksimum Cemaran Kimia Dalam Pangan Olahan. 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 

115/MPP/Kep.2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok 

Masyarakat. 

 


